1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Perlindungan Anak

Sebuah Masyarakat yang di dalamnya memiliki individu yang mempunyai
kepentingan yang tidak hanya sama tetapi dapat bertentangan, untuk itu
diperlukan suatu pengaturan berupa hukum atau norma dalam menata kepentingan
tersebut, khususnya mengenai kepentingan anak tentunya hal ini perlu diatur oleh
ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang
disebut dengan Hukum Perlindungan Anak. Hukum Perlindungan Anak
merupakan hukum yang menjamin hak-hak, kewajiban dan tanggung jawab anak.
Hukum Perlindungan Anak dapat berupa Hukum Adat, Hukum Perdata, Hukum
Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, dan peraturan lain yang

berkaitan dengan anak.

Menurut Barda, perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan
penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar
sesuai dengan hak asasinya memperhatikan berbagai dokumen dan pertemuan
internasional, dapat dilihat bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan
hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain:

a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;

b. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
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Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan,
dan lingkungan sosial);

Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan
anak, pelacuran, pornografi, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan,
memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);

Perlindungan anak-anak jalanan;

Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;

Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Republik Indonesia telah memiliki pengaturan hukum yang telah disahkan dan

menjadi undang-undang antara lain:

a.

b.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur tentang

hukum acara dan ancaman pidana terhadap anak atau proses peradilan anak yang

mana harus dibedakan dengan orang dewasa. Pembedaan perlakuan tersebut

didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Sanksi terhadap anak dibedakan berdasarkan perbedaan umur anak yang berarti

dalam hal ini adalah pengertian tentang anak dimana menurut Pasal 1 ayat (1)

! Barda Nawawi Arief. Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak., Makalah, Seminar Nasional
Peradilan Anak Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1996, him. 3.
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Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah Orang

yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi

belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

yang menyebutkan bahwa anak nakal adalah :

a. Anak yang melakukan tindak pidana;atau

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik
menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum

lain yang hidup dan berlaki dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang No. 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bertujuan untuk melindungi dan
mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depan serta untuk memberi
kesempatan kepada anak melalui pembinaan ia akan memperoleh jati dirinya
untuk menjadi manusia yang lebih bertanggungjawab dan berguna bagi diri

sendiri, bangsa dan negara.

Pasal 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak
dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Perlindungan;

2. Nondiskriminasi;

3. Kepentingan terbaik bagi anak;

4. Penghargaan terhadap pendapat anak;

5. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

6. Pmbinaan dan pembimbingan anak;
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7. Proporsional; dan

8. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir

Undang-Undang ini banyak memberikan rambu kepada aparat penegak hukum
dalam rangka perlindungan kepada anak sebagai korban, saksi, maupun pelaku

tindak pidana

B. Korban

1. Pengertian Korban

Secara etimologis korban adalah merupakan orang yang mengalami kerugian baik
kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari
suatu tindak pidana (sebagai akibat) atau merupakan sebagai salah satu faktor
timbulnya tindak pidana (sebagai sebab). Sedangkan secara yuridis pengertian
korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang
perlindungan saksi dan korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang
yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang
diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Melihat rumusan tersebut yang disebut

korban adalah:

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi

4. Akibat tindak pidana.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara

Perlindungan terhadap Korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia
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yang Berat. “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang yang
mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat
yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror

dan kekerasan pihak mamapun”2

2. Jenis-jenis Korban

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih
memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban sehingga
kemudian muncullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut:

a) nonparticipating victims yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya
penanggulangan kejahatan.

b) latent victims yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga
cenderung menjadi korban

C) procative victims yaitu mereka yang menimbulkan terjadinya kejahatan.

d) participating victims yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan
dirinya menjadi korban.

e) false victims yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang
dibuatnya sendiri.?

Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat empat tipe korban dilihat

dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

a) Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban.
Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.

b) Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang meransang

orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut

2 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: PT Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia,
2004, him. 7.

® Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, antara
Norma dan Realita, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, him. 49.
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mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada
pelaku dan korban.

Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban.

Anak-anak, orangtua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin,
golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah
menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi
masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.

Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai
kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa
kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah

korban karena ia juga sebagai pelaku.”

Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan

Penangkapan adalah suatu wewenang yang diberikan oleh undang-undang

kepada penyidik untuk menangkap seseorang yang diduga telah melakukan tindak

pidana. Namun, penangkapan tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena

penangkapan pada hakekatnya merupakan pengurangan hak azazi seorang

manusia. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1

ayat 20 disebutkan bahwa, "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa

pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila

terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau

peradilan dalam hal ini serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

* Wade Darma Weda, Kriminologi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996. him 90.
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Masalah penangkapan merupakan bagian dan perhatian yang serius, karena
penangkapan, penahanan, penggeledahan merupakan hak dasar atau hak asasi
manusia dampaknya sangat luas bagi kehidupan yang bersangkutan maupun
keluarganya. Jangka waktu penangkapan hanya berlaku paling lama untuk jangka
waktu 1 hari (24 jam). Sebelum dilakukan suatu penangkapan oleh pihak
kepolisian maka terdapat syarat materiil dan syarat formil yang harus dipenuhi
terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan syarat materiil adalah adanya suatu bukti
permulaan yang cukup bahwa terdapat suatu tindak pidana. Sedangkan syarat
formil adalah adanya surat tugas, surat perintah penangkapan serta tembusannya.
Apabila dalam waktu lebih dari 1 x 24 jam, tersangka tetap diperiksa dan tidak
ada surat perintah untuk melakukan penahanan, maka tersangka berhak untuk

segera dilepaskan.

Perintah penangkapan menurut ketentuan Pasal 17 KUHAP dilakukan terhadap
seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan
yang cukup. Berdasarkan penjelasan Pasal 17 KUHAP, definsi dari "bukti
permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak
pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir. Pasal ini menunjukkan bahwa
perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi
ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Mengenai
alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP :

(1) Seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana

(2) Dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.
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Pasal ini menunjukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan
sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan

tindak pidana.

2. Penahanan

Definisi Penahanan sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah
penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau
Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara
yang diatur menurut undang-undang. Pada prinsipnya penahanan adalah
pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang merupakan pelanggaran terhadap

hak asasi manusia yang harusnya dihormati dan dilindungi oleh negara.

Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka/terdakwa oleh pejabat yang
berwenang dibatasi oleh hak-hak tersangka/terdakwa dan peraturan-peraturan
yang harus dilaksanakan secara limitatif sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam
KUHAP. Adapun pihak-pihak yang berwenang melakukan penahanan dalam
berbagai tingkat pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 20 KUHAP antara
lain:

1. Untuk kepentingan penyidikan, yang berwenang melakukan penahanan

adalah penyidik.
2. Untuk kepentingan penuntutan, yang berwenang adalah penuntut umum.
3. Untuk kepentingan pemeriksaan disidang Pengadilan, yang berwenang untuk

menahan adalah Hakim.

Tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan Surat Perintah penahanan atau

penahanan lanjutan yang berisikan Identitas Tersangkal/Terdakwa, Alasan
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Penahanan, Uraian Singkat perkara kejahatan yang dipersangkutkan atau
didakwakan, dan Tempat dimana Tersangka/Terdakwa ditahan. Tembusan Surat
Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan atau Penetapan Hakim itu, harus

diberikan kepada keluarga tersangka atau terdakwa.

Jenis-jenis Penahanan yang diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) adalah Penahanan
Rumah Tahanan Negara, Penahanan Rumah serta Penahanan Kota. Penahanan
rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau
terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan
segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan
atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan Penahanan Kota dilaksanakan
di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan

kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

D. Syarat Sahnya Penangkapan

Syarat penangkapan adalah seseorang tersangka diduga keras melakukan
tindakan pidana dan dugaan kuat itu didasarkan pada permulaan bukti yang
cukup.® Sebelum dilakukan suatu penangkapan oleh pihak kepolisian maka
terdapat syarat materiil dan syarat formil yang harus dipenuhi terlebih dahulu.
Yang dimaksud dengan syarat materiil adalah adanya suatu bukti permulaan yang
cukup bahwa terdapat suatu tindak pidana. Sedangkan syarat formil adalah adanya
surat tugas, surat perintah penangkapan serta tembusannya. Apabila dalam waktu
lebih dari 1 x 24 jam, tersangka tetap diperiksa dan tidak ada surat perintah untuk

melakukan penahanan, maka tersangka berhak untuk segera dilepaskan. Perintah

> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan
Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, HIm. 157.
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penangkapan menurut ketentuan Pasal 17 KUHAP dilakukan terhadap seorang
yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang
cukup. Berdasarkan penjelasan Pasal 17 KUHAP, definsi dari "bukti permulaan
yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai
dengan ketentuan Pasal 1 butir .Pasal ini menunjukkan bahwa perintah
penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan

kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

E. Tinjauan Salah Tangkap (Error In Persona)

Pengertian mengenai istilah error in persona tidak terdapat dalam KUHAP
maupun peraturan perundang- undangan yang lain. Namun secara teori
pengertian error in persona nini bisa ditemukan dalam doktrin pendapat ahli- ahli
hukum. Secara harfiah arti dari error in persona adalah keliru mengenai orang
yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya. Kekeliruan itu bisa terjadi
pada saat dilakukan penangkapan, atau penahanan, atau penuntutan, atau pada saat
pemeriksaan oleh hakim di pengadilan sampai perkaranya diputus serta kesalahan

dalam mengidentifikasikan korbannya. °

Kekeliruan itu bisa terjadi pada saat dilakukan penangkapan, atau penahanan, atau
penuntutan, atau pada saat pemeriksaan oleh hakim di pengadilan sampai
perkaranya diputus. Pengertian ini tersirat dalam Pasal 95 KUHAP yang
membahas tentang ganti rugi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan
diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai

orangnya.

® Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Op.Cit., him. 100.
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Kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan dengan
disqualification in person yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat
kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa
bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan. Sedangkan menurut
yurisprudensi dari Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor. 89
KP/P1D/2008 terdapat istilah lain tentang menangkap orang dan salah mendakwa

orang yang disebut sebagai error in subjectif.’

F. Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Salah Tangkap

Menurut Pasal 1 butir (12) KUHAP, Upaya hukum adalah hak terdakwa atau
penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa
perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan
permohonan peninjauan kembali (PK) dalam hal serta menurut cara yang diatur-
dalam undang-undang ini, atau upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh
undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu

melawan putusan hakim.

1. Upaya Hukum Praperadilan

Praperadilan tersebut tidak merupakan badan tersendiri, tetapi merupakan suatu
wewenang saja dari pengadilan. Pengertian praperadilan diatur Pasal 1 ayat (10)
KUHAP Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan
memutus menurut cara yang diatur dalam undang- undang. Praperadilan
merupakan salah satu lembaga dalam hukum pidana Indonesia, secara formil

diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Dalam praktik digunakan

" Ibid., him 103.
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oleh pihak-pihak/institusi yang mengajukan upaya atas ketidakpuasan penerapan
hukum atau tindakan/keputusan aparat hukum yang dianggap telah menciderai
rasa keadilan dan kepentingan mereka. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Ayat (1)
dan (2) KUHAP praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri dan
praperadilan tersebut dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua

pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.®

Adapun kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara

praperadilan sesuai dengan Pasal 77 KUHAP dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan.

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan terhadap permintaan
pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau tentang sah
atau tidaknya penahanan hanya diajukan oleh tersangka, keluarga, atau
kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasanya
sedangkan hak untuk mengajukan permintaan untuk dapat diperiksanya sah
atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau sah atau tidaknya
penghentian penuntutan adalah penyidik atau penuntut umum atau pihak
ketiga yang berkepentingan dengan menyebutkan pula alasannya sesuai

dengan pasal 80 KUHP.

8 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi kedua, Jakarta:
Sinar Grafika, 2003, hlm. 22-25.
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Pasal 81 KUHP mengatur mengenai permintaan ganti kerugian dan/atau
rehabilitasi akibat tidak sah penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya
penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau oleh pihak

ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri denganmenyebutkan

alasanya.

Atas putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 79, dan Pasal
81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding, terkecuali putusan praperadilan yang
menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau tidak sahnya penghentian
penuntutan. Putusan banding terhadap pemeriksaan keberatan atas putusan
praperadilan pada tingkat pertama yang diajukan penyidik atau penuntut umum
atau tersangka, keluarga termasuk kuasanya merupakan putusan akhir (pihak-
pihak dimaksud dalam uraian di atas yang dapat mengajukan banding tidak secara
eksplisit disebutkan dalam ketentuan KUHAP. Namun demikian, dapat
disimpulkan melalui suatu analisa bahwasanya kepentingan siapa yang terganggu
atas putusan praperadilan tersebut atau dapat pula diserap suatu ketentuan dari

pasal-pasal sebelumnya dalam undang-undang ini.

2. Upaya Hukum Biasa

1) Banding (Pasal 67 KUHAP)

Banding adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk diperiksa ulang pada
pengadilan yang lebih tinggi karena tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri
(Pasal 67 jo 233 KUHAP ). Jika Pasal 233 ayat (1) (KUHAP) ditelaah dan
dihubungkan dengan Pasal 67 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP), maka dapat disimpulkan bahwa semua putusan pengadilan tingkat
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pertama ( Pengadilan Negeri ) dapat dimintakan Banding ke Pengadilan Tinggi
oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum dengan
beberapa perkecualiaan. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatakan bahwa terhadap putusan pengadilan
tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan
lepas dari segala tuntutan hukum dapat dimintakan Banding kepada Pengadilan
Tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali apabila undang- undang
menentukan lain. Perkecualian untuk mengajukan Banding menurut Pasal Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah :

1) Putusan bebas.

2) Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya

penerapan hukum.
3) Putusan pengadilan dalam acara cepat, kecuali dalam hal perampasan

kemerdekaan ( pasal 205 ayat (3) KUHAP ).

Pasal 67 (KUHAP) terlihat sangat memperhatikan hak asasi terdakwa karena
lebih membatasi permintaan Banding yaitu apabila putusan dan lepas dari tuntutan
hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum. Tujuan Banding
ada dua yaitu untuk menguji putusan pengadilan tingkat pertama tentang
ketepatannya dan pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu, oleh sebab itu
maka Banding sering disebut juga Revisi. Pemeriksaan tingkat Banding
merupakan suatu penilaian baru (judicial novum), jadi dapat diajukan saksi- saksi
baru, ahli-ahli dan surat- surat baru. KUHAP tidak melarang hal demikian,

khususnya jika melihat dalam Pasal 238 ayat (4) (KUHAP).
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KUHAP memberikan hak kepada mereka untuk mengajukan upaya banding
terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas
murni/vrijpraak (bebas dari segala dakwaan), bebas tidak murni/onslag vanalle
rechtvervollging atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah
kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat

(putusan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu-lintas).’

2) Kasasi (Pasal 244 KUHAP)

Terhadap putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan

lain selain daripada Mahkamah Agung (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi),

terdakwa ataupun penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan

kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas murni/vrijpraak.

Selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 KUHAP pemeriksaan

dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP guna

menentukan:

1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak
sebagaimana mestinya

2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-
undang

3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya maka oleh

karena itu dalam tingkat kasasi kepada pihak yang mengajukan upaya hukum

Undang-undang ini mewajibkan adanya memori kasasi dalam permohonannya,

dan dengan alasan yang diuraikan dalam memori tersebut Mahkamah Agung

% Anonymus, KUHAP Lengkap, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, him. 37.
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menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dan dengan sendirinya

tanpa memori kasasi permohonan tersebut menjadi gugur.

3. Upaya Hukum Luar Biasa

1. Pemeriksan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum (Pasal 259 KUHAP)

Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung
dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan oleh Jaksa Agung dan putusan kasasi

demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

Kasasi Demi Kepentingan Hukum pada umumnya sama saja dengan Kasasi biasa,
kecuali dalam Kasasi Demi Kepentingan Hukum ini penasehat hukum tidak lagi
dilibatkan. Pasal 259 KUHAP:

1) Demi kepentingan hukum tehadap semua putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain dari pada Mahkamah
Agung, dapat diajukan satu kali permohonan Kasasi oleh Jaksa Agung.

2) Putusan Kasasi Demi Kepentingan Hukum tidak boleh merugikan pihak yang
berkepentingan.

2. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah Mempunyai Kekuatan
Hukum Tetap (Pasal 263 KUHAP)

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli
warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah

Agung. Permintaan peninjauan kembali diajukan bersamaan dengan memori

peninjauan kembali dan berdasarkan alasan dari pemohon tersebut Mahkamah
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Agung mengadili hanya dengan alasan yang telah ditentukan oleh KUHAP

sebagai berikut:

1)

2)

3)

Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika
keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya
akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum
atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu
diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan

Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah
terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang
dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang
lain

Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim

atau suatu kekeliruan yang nyata selanjutnya.

Atas dasar alasan yang sama sebagaimana disebutkan dalam poin 1, 2 dan 3 di

atas (Pasal 263 Ayat 2 KUHAP) maka terhadap suatu putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan

kembali apabila dalam putusan itu secara jelas memperlihatkan bahwa dakwaan

telah terbukti akan tetapi pemidanaan tidak dijatuhkan.



